PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No, 16 Telp. 0265-771511

CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 050/Kpts.58-Huk/2022
LAMPIRAN :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2019 - 2024

BUPATI CIAMIS,

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan
akuntabel pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai
visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Ciamis,
maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem
pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan
efektif melalui penetapan Indikator Kinerja;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Bupati
wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;

bahwa Indikator Kinerja Utama Daerah dan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40
Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah
dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan ¢, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 - 2024, yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;




10.

11,

12,

13.

14.

15.

I

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Noimof 13 Tahiin 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Pefaturah Peffierititah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemeriritah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; )
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjd
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah ditibah déngan Pératiiran Menteéri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;




Memperhatikan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

-3-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah;

Peraturafi Daerah Kabupatén Ciamis Nomof 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Meénéngah Daeéfah Kabupatén Ciamis Tahiifi
2019 - 2024;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Orgenisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fufgsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi
Sekretariat Daerah; _

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40
Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 900/217-
Perkeu/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Hal Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten
Ciamis.




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis dalam
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen
Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2014 - 2024.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih
lanjut oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Maret
2022, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila
diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Mpustus 2022

N

a.n. BUPATI CIAMIS,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

H. TATANG

Yth.1. Bupati Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Ciamis;
5. Yang bersangkutan.
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No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Penjelasan

Alasan

Sumber Data

Keterangan / Kriteria

3

5

Formulasi/Cara Pengukuran
6

23.

24.

25.

Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pedoman
pengelolaan Belanja Hibah
dan Belanja Bantuan Sosial
Undang -undang Nomor 12
Tahun 2011  tentang
Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah
beberapa kali  terakhir
dengan  Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019
tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 12
Tahun 2011  tentang
Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan menteri
pDalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018  tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah

1.3 Indeks Kualitas
Kebijakan

Nilai

Surat Edaran Kepala LAN
Nomor:
22/K.1.HKM.02.2/2021
tentang Pedoman Pengukuran
Kualitas Kebijakan

Pengukuran kualitas kebijakan dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pengukuran Mandiri (Self Asessment)

1. Tahapan ini
pengukuran kebi
secara mandiri

merupakan proses
jakan yang dilakukan
oleh setiap K/L/D

dengan menggunakan Sistem Informasi

IKK yang
www.ikklan.go.d.

dapat

diakses melalui

Bagian Hukum

Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan

Proses

Persentas
e (%)
Bobot

Persen
Tahapan se (%)
Bobot

Kriteria Kunci

Persentase (%)
Bobot

1)

Perencanaan
Kebijakan

45

a.ldentifikasi, analisis
masalah dan validasi
masalah kebijakan

55

Agenda
Setting 45
Kebijakan

b. Penyaringan dan
partisipasi publik
terhadap masalah
kebijakan

45




elasan .
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Alasan _uo:.wmﬁmmu”“ ro Pengukuran Sumber Data Keterangan / Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Tahapan ini dilakukan oleh: fa. Karakter dasar 10
a) Tim Pelaksana yang ditetapkan kebifakan (kejelasan
oleh pejabat berwenang pada tujuan dan
masing-masing K/L/D dan didasarkan pada
dikoordinasikan oleh unit kerja yang pilihan kebijakan
ditunjuk oleh pejabat berwenang yang telah dinilai
dimaksad; dan kemanfaatannya)
) tor 1 n; r
) MM_M_ME» m_m.mnwh va _ﬂm%___ﬂrmm”mauﬁﬁ Formulasi I b. Berorientasi ke 15
berdasarkan usulan pejabat Kebijalan w%mnqs.ina_.
berwenang pada  masing-masing oaking)
K/L/D. c. Berorientasi keluar 20
b. Pengecckan Kelengkapan Isian  (Desk | (Outward looking)
Analysis) d, Berbasis bukti 40
1. Tahapan Ini merupakan proses lanjutan (evidence
setelah tahapan pengukuran mandiri based)
sebagaimana dimalsud pada buruf a, e, Inovatif 15
2. Tahapan ini dilakukan oleh Dewan 30
Pertimbangan (Board Member) yang a. Pengorganisasian
ditetapkan oleh Kepala LAN.
3. Tim  MNasional IKK  melakukan Implementast] g0 |b. Komunikasi 35
pemeriksaan isian  dan bukti yang Kebijakan
disampaikan oleh masing-masing R/L/D ¢. Monitoring 35
pada tahapan  pengukwvan mandiri implementasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Evaluasi a. Efektivitas 40
¢. Penilajan Tahap1 2) | Kemanfaatan 55
1. Tahapan inj merupakan proses untuk Kebijakan b. Efisiensi 15
mengevaluasi hasil pengecekan Evaluasi
kelengkapan Isian sebagaimana dimaksud uas
pada ms.w». a & Kebijakan 50 le. Dampak dan
2. Tahapan ini dilakukan oleh Dewan ”MHMMWMHF 45
Pertimbangan (Board Member) yang
ditetapkan cleh Kepala LAN, stakeholdersserta
responsivitas
3. Berdasarkan hasil penilaian
sebagalmana dimaksud pada angka
2), ditetapkan K/L/D yang masuk dalam
nominasi pada masing-masing lategori
pengukuran yang ditetapkan oleh Dewar
d. Validasi Penilajan

K/L/D yang masuk dalam nominasl
sebagaimana dimsksud pada huruf cangha
3), mefakukan paparan mengenal praldtik

pengelolaan
masing-masing i

kebijakan di instansinya
hadapan  Dewan

Pertimbangan (Board Member).




Penjelasan

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan ‘Alasan Formmlas/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan / Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 ]
e. Penilaian Tahap Il
1) Berdasarkan hasil  validasi pentlaian
sebagaimana dimaksud pada huruf d,
Dewan Pertimbangan (Board Member)
melakukan penilaian akhir terhadap hasil
pengukuran IKK .
2) Berdasarkan  hasil  penilaian akhir
sebagaimana diaksud pada angka
3) ditetapkan pemenang untuk nasing-
masing  kategori pengukuran yang
ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan
(Board Member).
. Diseminasi Praktik Batk Hasil Pengukuran IKK
1) Tahapan ini merupakan proses- berbagi
pengalaman prakiik terbaik pengelolaan
kebijakan pada K/L/D yang
melakukan pengukuran kualitas
kebijakan,
2)Tahapan ini dilakukan dilam bentuk
seminar dengan metode dialog kebifakan
{policy dialogue) yang dikoordinasikan cleh
Tim Nasional IKK.
2 {Meningkatnya 2.1 Persentase Persen {1, Peraturan Menterl Dalam Jumlah Kebijakan Bidang 1. Bagian
Kualitas Kebijakan  Bidang Negeri Nomor 86 Tahun Perekonomian dan Perekonomian dan
Kebijakan Perekonomian dan 2017 tentang Tata Cara sumberdaya alam serta Sumber Daya Alam
Perckonomian Administrasi Perencanaan, Pengendalian, administrasi Pembangunan
dan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan yang ditetapkan 2. Bagian
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi ditindaklanjuti Administrasi
Rapcangan Peraturan %100 Pembangunan
Dagrah tentang Rencana Jumlah Kebijakan Bidang
Pembangunan Jangka Perekonomian dan 3. Bagian Pengadaan
Panjang Daerah dan Rencana sumberdaya alam serta Barang dan Jasa
Pembangunan Jangka administrasi Pembangunan
Menengah Daerah serta Tata yang diteapkan
Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka

Menengah  Daerah  dan
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
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3.

Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang
Pepgadaan Barang dan Jasa
sebagalmana telah diubah
dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 tzhun 2021
tentang Perubahan Atss
Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2008 tentang
Pengadaan Barahg dan Jasa

Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2020 Tentang
Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggl Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2020

Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomer
23 Tahun 2017 Tentang Tim
Pepgendalian Inflasi
Nasional

Peraturan Menteri
Koordinator Bidang

Perckonomian Republik
Indonesla Selakiu  Hetua
Komite Kebijakan
Pemnbiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, Dan Menengah
Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Pedoman
Pelaksanaan KUR
Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2015  Tentang
Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten
Ciamis Kepada Perusahaan
Daerah air Minum Tirta
Galuh Kabupaten Ciamis Dan
PT. Bank Jabar Banten, Thk

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2017 Tentang
Badan Usaha Milik Daerah




Indikator Kinerja Penjelasan R
No Sasaran Utama Satuan Alasan Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan / Kriteria
1 2 3 4 5 6 7 ]
3 |Meningkatnya 31 Indeks  Kepuasan Nilai |1. Undang-Undang Nomor 25 Indeks Kepuasan Masyarakat Terdiri Dari : Bagian Organisasi
Kualitas Masyarzkat (IKM) Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik Setda Pelayanan Publik L. Survey Kepuasan Masyarakat Mutu Pelayanan:
{Lembaran Negara Republik | Konversi Nilai IKM = IKM x 25
Indonesia tahun 2009 e
Nomor : 112, Tambahan qmw.wmmm zuw_ A Sangat Baik :  88,31-100,00°
Lembaran Negara Republik | ieM \jgur . B Baik . 7661- 88,30
Indonesia Nomor 5038). - x nilal -
Total Unsur yang penimbang C Kurang Baik : 65,00~ 7660
2. Peraturan Pemerintah terlsi D Tidak Baik : 2500- 64,99
Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan UU
Notnor 25 Tahun 2009 Total dari Nilai Persepsi Per Unsur diperoleh dari
tentang Pelayanan Publik tota! nilai perseps atas seluruh jawaban
responden yang terdiri atas 4 (empat) kategord,
3, Peraturan Presiden Nomor | yaltu:
76 Tahun 2013 tentang 1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1
Pengelolaan Pengaduan 2. kurang baik, dibeti nilai persepsi 2
Palayanan Publik. 3. baik, diber] nilai persepsi3
4 Peraturan Menteri PAN dan 4, sangat baik, diberi nilai persepsi 4
RB Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Total Unsur yang Teris » jumlah Responden SKM
Penyusunan Survel
Kepuasan Masyarakat Unit Nilai 1 1 ,
Penyelenggara Pelayanan penimbang = —ToTE— % g =G,11
Fublik unsur
5. Peraturan Menteri pelayanan
Pendayagunaan Aparatur
dan Reformasi Bivokrasl Unsur Pelayanan :
Nomor 14 Tahun 2017 1. Persyaratan Pelayanan
. 2, Kemudahan Prosedur Pelayanan
6. Peraturan Menteri 3. Kecepatan Waktu Pelayanan
Pendayagunaan Aparatur 4, Biaya/Tarif Pelayanan
dan Reformasi Birokrasi 5. Produk Layanan
Nomor 17 Tahun 2017 6. Kompetensi Petugas Layana
7. Perilaku Petugas Pelayanan
7 memmw\ﬁ ﬁmﬂﬂ%wﬁ 8, Ada/Tidaloya Pungutan Tidak Resm (Pungli)
: 9, Penanganan Pengaduan Sarana dan Prasarana
tentang Pedoman Umum Pela
yanan
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.
8. Peraturan Ombudsmen

Nomeor 22 Tahun 2016




tor Kinerj Penjelasan
No Sasaran _=n=h”=nﬂ=n o Satuan Alasan Formnlasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan / Kriterla
1 2 3 4 5 P = 8
2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik Bagian Organisasi
(IPKP}
Konversi Nilal IKM = IKM x 25 NILAI NELAL —Z“M—M&ﬂ—b—. MUTU KINERJA
Total dari Nilai PERSERSI] INTERVAL (NI} KONVERS{ |FEVAYANAN| UNITPELAVANAN
KM= —Dersensiper Unsur o (NIK) (x} [45)
Total Unsuryang  * Mlal 1 1,00 - 2,5996 2500-6499 | D Tidak baik
terisi penimbang 2 3,60 - 3,064 5,00-76,60 | C Kurang baik
Totzl dari Nilai Persepsi Per Unsur diperoleh dari 3 30644 ~ 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
total nilat persepsl atas seluruh jawaban 7 3.5324 « 4,00 §8,31 - 100,00 A Sangat bk,

responden yang terdiri atas 4 (empat) kategor],
yaitu :

1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1

2, lLurang baik, diberi nilai persepst 2

3. baik, diberi nilai persepsi3

4. sangat baik, diberi nilai persepsi4

Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM

Nila$ 1 1
penimbang = L] 6,11
Jumlah 9
Unsur
pelayanan
Unsur Polayanan :

1. Persyaratan Pelayanan

Kerudahan Prosedur Pelayanan

Kecepatan Waktu Pelayanan

Blaya/Tarifl Pelayanan

Produk Layanan

Kompetensi Petugas Layana

Perilaku Petugas Pelayanan

Ada/Tidaknys Pungutan Tidak Resmi (Pungli)
Penanganan Pengaduan Sarana dan Prasarana
Pelayanan

C- e MRS B S

3. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayatan
Poblik

Penilaian WKepatuhan Terhadap Standar
Pelayanan Publik

Ruang lingkup penilaian Kepatuhan yaitu penilaian
Kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhan
Standar Pelayanan Publik berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahunt 2009 tentang Pelayanan
Publile

Responden penilalan Kepatuhan terdiri atas:

2. PenyelenggaraPelayanan Publik; dan

b. pengguna layanan.

Bagian Organisasi

Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana dimaksud:dalam Pasal 8, dengan nilai dan

kategorisasi sebagal beyrikut:
NO NILAI Z0NA PREDIKAT KEPATUHAN
L3 81 - 100 Hijau Tinggl
2 51 - 80 Kuning Sedang
3 ¢ - 50 Merah Rendah




Penjelasan

indikator Kinerja .
No Sasaran Utama Satuan Alasan Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan / Kriteria
¥ 2 3 4 5 6 7 8
Penilaian Kepatuhan terhadap layanan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten/Kota
dilakukan terhadap Standar Pelayanan Publik
dengan variabel:
a.  Standar Pelayanan;
b. maklumat layanan;
¢ sistem informasi pelayanan publik;
d. sarana, prasarana, dan fasilitas;
e. pelayanan khusus;
f. pengelola pengaduan;
g penilaian kinerja;
h. visi, misi, dan moto pelayanan;
i. atribut; dan
j- pelayanan terpadu.
32 TIndeks Kualitas Nilai Peraturan Menteri Teknik Penilaiat kinerja unit Bagian Organisasi | Kategori Nilzi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Pendayagunaan Aparatur dan Teknik Penilaian kinerja unit penyelenggara -

Reforeoct Birokrast Nomor 17 | pelayanan publik dilalucan dengan i Rainge Nilal Kategor Malda

Tahun 2017 1. Desk evaluation; 1 - ,.rm 0 F Gagal
2. Observast Eﬂﬂnmﬂﬂ" 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk
3, Kuesioner dan/atau; 1,51 - 200 D Buruk
4, Wawancara, 2,01 - 2,50 C- Cukup (dengan catatan)
Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Penentuan 51 - 300 c Cukup
nilai {ndeks dilakaikan melalui tahapan sebagal 3,01 - 350 B- Batk (dengan tatatat)
berikut: 3,51 - 4,00 B Baik
1, Menentukan Nilaf Untuk Setfap Indikator 4,01 - AS0 A- Sangat Baik

Setiap pertanyaan dalam kuesioner mamiliki 4,51 - 500 A Pelayanan Prima

bobot yang berbeda-beda disesualkan dengan
bobet per aspek Karena nilaj indeks
merupakan nilai komposit darl 3 formulin,
maka nilai per indikator merupakan nilai
rerata formulir FO1, F02, dan FO3 dilali
dengan bobot indikator, Nilai per indikator:

{ nilai FO1+nilai FOZ+nilai
F03 3) x bobot perindikator

2, Menentukan Nilai Setlap Aspek Nilal indeks
tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir
nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar
perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melihat

aspek mana yang sudah batk dan aspek mana
yaug masih membutulikan perbaikan. Nilai
setiap aspek diperoleh dengan menjurnlahkan
nilai per indikator dalam satu aspekc

Nilai per aspek : Y;nilai per
indikator
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Nilal hasll penilaian Kepatuhan dikategorikan

dalam zonasl:

a. zonahijau dengan predikat kepatuhan tinggi;

b. zonaz kuning dengan prediksi kepatuhan
sedang; dan

¢. 7zonamerah dengan prediksi kepatuhat rendah.

Nilai hasil penflalan Kepatuhan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten/Kota,

ditentukan oleh nilai rata-rata terhadag seluruh

produk layanan yang terdapat dalam Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD))

Predikat Kepatuhan :

{1). Hasll penilaian Kepatuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Ombudsman Republik
Indonesia,

(2). Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk predikat Kepatuhan.

(3). Predikat Kepatuhan Pemerintah Provinsi dan
Pernerintah  Kabupaten/Kota  diberikan
kepada gubernur dan bupati/walikota,

{4). Predikat Kepatuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), berlaku untuk jangks wakt 1
{satu) tahun terhitung sejak ditetapkan,

{5). Predikat Kepatuhan sebagaimana dimalsud
pada ayat (2), dapat dicabut dalam hal:

a. berdasarkan putusan rapat pleno
Ombudsman, Penyelenggara Pelayanan
Publik tidak lagi memenubhi kriterfa;
Penyelenggara Pelayanan Publik mencabut
atau  tdak  menyedlakan/memajang
kembali salah satu dan/atau beberapa
komponen Standar Pelayanan Publil dan
c. terdapat praktik kecurangan dalam proses

penilaian nilal Kepatuhan.

&

Pengambilan Data
{1). Pengambilan data dalam penilaian Kepatuhan
dilakukan olgh Insan Ombudsman.

(2). Dalam hal tertentu, pengambilan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh selain Insan Ombudsman yang
ditentukan melkalui seleksi.

{(3). Haltertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur febih lanjut dengan Keputusan
Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

{(4). Pelaksana pengamhil data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
ditetapkan Ketua Ombudsman Republik
Indonesia.




Indikator Kinerja Penjelasan .
No Sasaran Utama Satuan Alasan Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan / Kriteria
i 2 ) 4 5 6 7 8
3, Menentukan Indeks Setelah nilai indikator dan
dan nilai aspek diketahui, maka langkah
selanjutnya adalah menghitung nilai indeks
dengan rumus sebagai berikut:
Nilai Indeks : ¥)(nilai aspekn »
hobot aspekn )
Analisis Data
Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah
berikutnya adalah melakukan analisis dan
penyimpulan data, Penyimpulan data dilaltuian
untuk mengetahui kinerja unit penyelenggara
pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari
hasil penyimpulan data diklasifikasilan dalam 9
(sembilan) kategori
4 iMeningkatnya 41 Nilai Komponen Nilai |1. Peraturan Presiden No.8 Evaluasi terhadap penerapan 5 (lima) kemponen |1. Bagian Organisasi Skala skor nilal, sbb. :
Akuntabilitas Pelaporan  Kinerja Tahun 2006 tentang dan sub komponen manajemen kinerja mencakup |2. Bagian No Kategori Nilai Interpretasi
Kinerja  Untuk SAKIP Pelaporan Keuangan dan aspek pemenuhan, kualitas, dan implementas Perencanaan dan 1 AA 90 -10 t
Tujuan - - - Kinerja Instans Pemerintah, | pengukuran sesual Permenpan No. 12/2015 Keuangait Z 0 | Sangat Memuaskan, - e
Penetapan dan| 42 Hasil Evaluasi AKIP | Nilai tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi 2 A >80~90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkiderja tinggi, dan
Setda 2, Peraturan Presiden No, 29 M P & t akuntahel
Pengukuran, Tatiun 2014 tentang Sistem SAKIP; dengan bobot penilaian masing-masing angat a €
Pengumpulan : : . 1 komponen sebagai berikut : 3 BB »>70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerfa baik, memiliki sistem
Akimtabllitas Kinerja Instansi g2
data, Pemerintah ; 1. Perencanaan Kinerja (30%) manajermen kinerja yang andal
mmsmamu:._._amne_ 3. Pevaturan Menteri 2. Pengukuran Kinerja (25%) 4 B >60-70 | Baik, Akuntabilitag kinetjanya sudah baik, memiliki
, Pengikhtisaran, . vera 3. Pelaporan Kinerja {15%) sistem yang dapat digunakan untuk tnanajemen kinerja,
dan  Pelaporan m_%nww MW::WM_M >%MW.E,. 4. Evatuasi Kinerja (10%) dan perlu sedikit perbaflan.
ineri g n Reformasi i Ki
w_nm_._mwmn pada Eu.w»ﬁuﬂ No. 88 Tahun 2021 S Capaian Kinerja (20%) 5 cc >50-60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik,
UMH.MW teritang Evaluasi taat kebijakan, memilild sistem yang dapat digunakan
Akuntahilitas Kinetja Instansi untuk memproduksi informas] kinerja untitk pertanggung
Pemerintzh jawaban, perlu batyak perbailean tidak mendasar.

6 c »30-50 Kurang, Sistern dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memilikd sistem urituk manajemen kinerja tapi perlu
banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistetn dan tatanan tidak dapat

diandalkan untuk penerapan manajermnen kinerja; Perlu
banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat
mendasar,
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Meninglatnya
penyelenggaraan
secara
menyeluruh
terhadap proses
perancangan
pelaksanaan
kebijakan serta
perencanaan,
penganggaran
dan pelaksanaan
anggaran
perangkat
daerah

51 Level Maturitas
SPIP Setda

Level

3

5

7

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan
Negara

. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengeloiaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

. Peraturan Pemerintah

Republik indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nemor 81 Tahun
2010 Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun
2011 tentang Percepatan
Pepingkatan Kualitas
Akuntabilitas Kevangan
Negara;

. Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Aksl
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi;

. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasl
Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-
2024

10, Peraturan Bupati Clamis

Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Clamis

Tahun 2020-2024

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur
berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pedoman Penilalan dan
Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Lingkungan Pengendalian (30%)
Penilian Ristko (20%}

Kegiatan Pengendalian (25%)
nformasi dan Komunikasi {10%)
Pemantauan [15%)

el ol o o

Hasii penilaian SPIP
oleh Tim APIP
Inspektorat

Skala Skor Nilal, sbb:

Belum ada

Kurang dari 3,0 (0 < skor <1,0)

Rintisan

1,0 5/d kurang dari 2,0 {1,0 s skor < 2,0)

Berkembang

2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 5 skor < 3,0)

Terdefinisi

3,0 s/d kurang darl 4,0 [3,0 < skor < 4,0}

Terkelola dan Terukur

4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 = skor <4,5)

e [ 3= O

Qptimum antara

45s/d 5.0 (4,5 < skor s 5}




Penjelasan

Ne Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Alasan Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data Keterangan / Kriterla
1 2 3 4 5 6 7 8
6 |Meningkatnya 6.1 Nilaf Pelaporan Nilai [1. UndangNomoer 14 Tahun Instrumen Penilalan Kinerja Pengelolaan Keuangan: | Tim Penilaian | L Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan SKPD {Kabupaten)
kualitas Kenangan Setda 1950 tentang Pembentukan Kinerja Pengelolaan Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan = (Niai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilal IKU} + (Nilat PK) +
pengelolaan Daerah-daerah Kabupaten L R Keuangan  Daerah (Nilai LKIP) + {Nilai RKA) + (NHai Rekon Aset} + (Nilaj Rekon Pertanggungjawaban Kenangan
keuangan dalam Lingkungan Provinsi 2 Wmﬂaﬁ dan Desa SKPD) + (Nilai Kualitas Laporan Keuangan SKPD)
perangkat daerah Jawa Barat; Y Emam
2. Undang-UndangNemor28 | 4 pg Niiai tiap dokumen sbb:
Tahun 1999 tentang & LKIP 1. Renstra (Nilai zm_.ﬁ:s»_ =100)
Penyelenggara ZQmﬂu.m yang 6. RItA 2. Renja Hz-._.h.m Maksimal Hcau.
B | 7 Rttt 3. o K Uama (el 100
51, Kolus y . anjian mal =
m”w_wﬂ mE_M fdan 8. mm_wwuumm_um, Pertanggungjawaban Keuangan w __...ﬁ__MM ﬁfzh___ﬂu Hm»wwmﬁ ummw u
y . a =
3 %”rmw”nn.%%%”hﬂ_mh%mue. 17 9, Kualitas Laporan Keuangan SKPD 7. Rekonsiliasi Aset (Nitai Maksimal = 100)
Keuangan Negars; 8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 1000
’ ' 9, Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilal Maksimal = 100)
4, Undang-Undang Nomor 1
‘Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 11 Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan Desa, dengan penilaian sbb:
Tahun 2004 tentang Laporan Kinerfa Pelaporan Keuangan Desa = {RP]MD Desa) + (RKP Desa) + (AP Desa) +
Pemeriksaan Pengelolaan (Penatausahaan Keuangan Desa) + (Pelaporan dan Pertanggungjawaban ABP Desa)
dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara; Nilai tiap Dokumen sebagal berilut :
6. Undang-Undang Nomor 12 RPMD Desa (Nilai Maksimal = 100)
Tahun 2011 tentang RKP Desa (Nilai Maksimal = 100)
Pembentukan Tahun 2005 APB Desa (Nilal Maksimal = 100)
tentang Perundang- Penatausahaan Keuangan Desa {Nilai Maksimal = 100)
undangan sebagaimana Pelaporan dan 1m§=g—=aa$ﬁvwﬂ APB Desa (Nilal Maksmial = 100)
telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Namor 12 Tahun
2011 tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-
undangar;
7. Undang-Undang Nomeor 6
Tahun 2014 tentang Desa
8. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015
. tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang
Nemeor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan

Daerah




Penjelasan
Formulasi/Cara Pengukuran Sumber Data

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Alasan Keterangan / Kriteria

1 2 3 4 5 6 7 8

9, Undang-Undang Nomeor 30
Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

10.Peraturan Pemerintah
Nomor S6 Tahun 2005
tentang Sistemn Informasi

Keuangan Daerah
sebagalmana telah diubah
dengan Peraturan

Pemerintah  Nomer .65
Tahun 2010  tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintsh  Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;

11.Peraturan Pemerintah
Nomor B Tahun 2006
tentang Pelaporan
Keuangan dan  Kinerja
Instansi Pemerintah;

12, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tabhun 2010
tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

13, Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-

, Undang MNomor 6 Tahun
ﬂ 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 47
,ﬁ Takun 2015  tentang
“ . Perubahan Atas Peraturan
| Pemerintah ~ Nomor 43 .
, Tahun 2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

14.Peraturan Pemerintah
Nomor 312 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
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15.Peraturan  Menteri Dalam
Negerl Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

16.Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan
Standar Alcuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

18, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tabun
2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam  Negeri
Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

19.Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

20, Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Momor 3
Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan
Kenangan Daerah;

21,Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor
10 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan Daerah;
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22.Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 22 Tahun 2010
tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten
Ciamis;

23.Peraturan Bupati Ciamis
Nomer 55 Tahun 2015
tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Kekayaan Desa.

24.Peraturan Bupati Ciamis
Nomor 34 Tahun 2020
tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Desa

Ciamis, 22 Maret 2022
a.n BUPATI CIAMIS

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
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